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ﬂ”JW (uullnﬁn.huru%? Da} Menteri Pertenian R,I. di Djakarta ber-
{V tanggel-1 NoVember 1950 no. 3129/112/Um.besarta lampirannja) .=

?ﬁ Dengan hormat,

J/ Dikirimken kepada:
i, Jth, Bapak Gubernur Atjeh di Kutaraedja,
By =" saudara Ketua Dewan Pemerinteh Daerah Propinsi Atjeh di
Kutaradja,
Oy o n Ketua D,P.R.K. didalam daerah Atjeh, S
Iuntuk dimaklumi 4= —

Wk. Kepsla Djawatan Pertanian/Perikanan
propinsi Atjeh,
Karena bepergiunt
Wakil beliau:
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DJAWATAN FUSAT FERTANIAN RAKJA Diaksrta, 1 Nopexber 1550,
L ani H ™ =
taxpirans € Hor 3129/112/Un.
Perihal: Fenjerahan beberapa hak keluasaan

tentang Urusan pegewai kepada para '

Inspektur Djawatan Pertanian Rakjat.- Kepada

------- o i AN L senua Inspektur Djawatan

Pertenian Ralkjat.-
1. Seperti saudara mengetahuil, maka dalam beberapa masa peralihen,

t_.____________h_______;.__,_ i

jang telah langsung dalam Negare kite ini, politik pepawni den pedo=
man® tentmRng urusan mengenai beberapa pgolongan pegaveiZ Negeri belum
dapat dinamakan tjukup tegas dan djelas.

2o Untuk mengatasi ini, sekarsng cdengen surat edaran dari Menteri
Pertanisn tenggel 17 Oktober 1950 No. 3775/UP/Pert, jang tembusannjs
meiringi surat ini, untuk sementara telah diberikan kepada kami be-
berape hak kekuasaan tenteng urusan pegawai dalam lingkungan djawatan
kami,

3 Hak kekuasaan, dimaksud dalam sub a dari surat edaran tersebut
diatas, terhadap pegawei? dalam lingkungan djawatan seudars? jang di-
gedjl menurut golongan Ifi gampai dengsan II&JE dari P,G,P, 1948 j.i.sz.
Psraturen Pemerintah No, 14 dan 23 tahun 1950, berdasarkan sub b dari

surat edaran itu, mulai tgl. 1 Nopember 1950 kami serahkan kepada para
Inspektur masing2.

L. Sedemikian djuga kompetensi untuk menaikkan gedji Jang tertentu,
4 menunda pemberian kenailken gadji itu deri pegawaiZ terssbut dalam 3
diatas, kami serahken pula kepada Saudara? masingl.

5e Selain dari hak2 tersebut diatas, djugs kami serahkan kepada sau-

. dara? memindahkan dalam lingkungan dasrah saudara2 mesing? dari pege-

waiZ jang digadji menurubt zolongan lfa s/d Ivfc dari F.G.P, 1948 se-
perti telah ditambah den dirobah.

6. ' Mengenai hal2 jang harus atau membutuhkan putusan dari pihak atasan
(J.M. Menteri, DUUP dst.), hendaklah dikemukaken denpan psrantaraan
kami.

T Achirulkalam kemi njatakan disini, bahwa segala urusan penjesusaian
pangket? dan gadji2 dengan P.G.P., 1948 j.i.s. Peraturan Peﬁ???gﬁaﬁh_‘-
No. 16 dan 23 tahun 1950 dari sermua pegswai? dalam lingkungan Djawatan
kami harus dikemikekan kepada kami, jeng selandjutnje akan wmenjelesallkan
penjesuaian itu, Tentang hal ini sudilah saudaraZ memperhatikan surat
edaran Kepala Pusat Djawatan Pertsnien +gl., 12 Djual 1950 No, 1775/112/Um.

a/n Menteri Pertanian

: 'y pala Djawstan Pertanisn Rakjat;

2

dateos S oewarddo.

salin dengan sebenarnja oleh:
Djurutulis Kepala Djawatan Perta-
nian/Penikanan provinsi Atjeh,

-



REPUBLIE INDONESTIA

KEMENTERIAN PERTANIAN,

No. 3775/UP / Pert.

DJAKARTA, 17 Oktober 1950,

Kepadas Jth Saudara? Kepala Djewatan/
Kantor dalam lingkungan Kemen-
terian Pertanian,

1, Kini masih berlaku dua pereturan tentang penjerahan hak kekuasesn
mengengkat den memperhentilkan, ja'ni jang termaktub dalam Undang2 Darurat
RoI,S. No, 25 tahun 1950 dan jang ditetapken dengan Peraturan Pemerintah
R.I, No, 3 tahun 1%9.

2. Dengan menjampingken ketentuan2 tertjantum dalam surat edaran Ke-
menterian Kemskmuran R,I,S, tg, 2=7=1950 No, 5196/U,P, den Peratursn Men=
teri Pertanien R,TI, No, ly/50, dan saxbil menunggu penetapan satu peraturan
tentang penjerahan hak kekuesaan mengangkat dan memperhentikan pegawail2,

kami anggap perlu mengadekan peraturan sementara tentang hak kekuasaan Ke-

pale2 Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian (termasuk dju=

ga Djawatan Kehutanan) mengangkat dan memperhentikan pegawail2 jang tertentu,

3. Bersama ini diminta hendaknje Saudara2 terhitung mulai tanggal 1
‘Nopember 1950 dalam hal pengangkaten den pemberhentlan pegawai2 untuk se-
mentara mengindahkan ketentuan? sebagal berikut.

&,

be

a.

£

Xepala2 Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanien
meompekerdjakan untuk sementara, mengangkat dintuk sementara dalam
djabatan, memperhentikan dari pekerdjaan sementara, memperhen=-
tikan dari djabatan sementara, pegawai? jang termasuk dalam
lingkungan Djawatan/Xantor masing2 dan jang digedji menmurut go-
longan I/a sampai dengan IV/o dari P,G.P, 1948 jis Peraturan
Pemerintah No, 16 dan No. 23 tahun 1950, dengan mengindahkan per
aturan? chusus tentang pengangkatan dan pembsrhentian jang ber-
laku,

Terhadap pegamal2 dalam lingkungan djawatannja, jang digadji
menurut golongan I/a sempai dengan IXA/e dari P,G,P, 1948 jis
Peraturan Pemerintah No, 16 dan No, 23 talun 1950, kekuasaan
Kepkla Djawatan termeksud dibewsh a. dapat diserahiman kepada
para Inspektur,

Pemberian kenaikan gadji jang tertentu dan peniindaan pemberian
kenaikan gadji tersebut kepada pegawai? tersebut dibawah a,

dan b, dilakukan berturut2 oleh Kepala2 Djawatan/Xantor dan para
Inspaktur, dengan mengindahkan peraturan? chusus jang berlaku

tentang hal itu,

Kenalkan pangkat jang tida meliwati golongan® P,G,P, 198 ter-
sebut dibawah a, dan b, diberikan berturut2 oleh Kepala Dja-
watan/Xantor dan pera Inspektur dengan mengindahkan peraturan2
shusus jang berlaku tentang hal itu,

Segala surat menjurat tentang pengangkatan dan pemberian kena=
ikan gadji atau pemberien kemaikan pangkat Jang membutuhkan
persetudjuan Dewan Menteri, Perdana Msnteri, Menteri Keuangan
atau Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai, dilakukan dengan
perantaraan Menteri Pertanian,

Pemindshan pegawai dalam linglkungan sesuatu Djawatan/Kantor
dari Xementerian Pertanian, jang digadji menurut golongen I/a
sampal dengan IV/c dari P.G,P, 1948 jis Peraturan Pemerintah
No. 16 dan No. 23 tahun 1950, dilakukan oleh Kepala Djawatan/
Kantor jang bersangkutan,

-E..



g+ TerHadap pegawai? dalam lingkungan Djawatan/Kantornja jang
digadjl menurut golongen I/a sampai dengan IIA/o dari P,G.P,
lﬁ jis Peraturan Pemerintah No, 16 dan No, 23 tahun 1950, hak
kekuasaan termaksud dibawah f, olsh Kepala Djawatan dapat die-
serahkannja kepada para Inspektur sepandjang pemindahan itu
tida meliwati wilajah Inspektur jang bersangkutan,

h, Pemindahan pegawai2 dari suatu Djswatan/Kantor kelain Djawatan/
Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian dan pemindahan
pegawai dari suatu Djawatan/Kantor dari Kementerian Pertanian
ke Kantor Pusat Kementerian Pertanian atau sebalikmja, dilaku-
¥an oleh Menteri Pertanian atau atas pama beliau oleh seorang
pegawail Pusat Kementerian Pertanian, jang untuk itu ditundjuk
oleh beliau,

i, Segala pengangkatan dan pemberhentian pegawal jang berdasarkan
persetudjuan Konperensi Medja Bundar digadji memurut B,B,L,
1938 jo, BeA.G, 1949, dilakukan oleh Menteri Pertanien atam
atas nama beliau oleh seorang pegawai Pusat Kementerian Perta=
nian, jang unbtuk itu ditundjuk oleh beliau.

SALINAY surat ini dikirimkan kepadas

Jth, Saudara Perdana Menteri,

Dewan Pengawas Keuangan, ‘

Djawatan Urusan Umum Pegawai,

Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian di
Jog jakarta,

Kantor Pusat Perbendaharaan, di Djakerta,

Semua Inspeksi Keuangan,

Semua Gubernur,

MENTERI PERTANIAN,
Bl Do
Kepala Bagian Urusan Pegawai,
godet.0o XAPRAWI,

Disalin dengan sebenarnja olehf
Djurutulis Kepala Djawatan Perta-

niln/Por.ﬂcaw:ui Atjeh,
. r:Irl { ‘—'-.,/

Oemi Saadah )=
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SALTNAN,

Salinan,

UNDANG-UNDANG DARURAT No, 25 TAHUN 1950,
Tentang
HAK PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTTIAN
PEGAWAI-FEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIEKAT,-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa menmurut pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia
Serilmt perlu ditetapkan peraturan tentang pengangkstan dan
pemberhentian pegawai-pegawal Republik Indonesia Serikat;

bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak peraturan ini
perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 68, pasal 139, pasal 125 dan pasal 192 Konstitusi Smn-
tara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar s Senat)
MEMUTUSKAN

Menetapkan

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAY-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,.-

P“ll 10

“Peraturen penjerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No,
35, seperti jang berulang-ulang telah diubah dan ditambah) diperhen-
tikan berlakunja,

Pasal 2,

(1) Ketjuali djika telah atau akan ditentuksn dengan Undang-Undang
dan dengan tidak mengurangi ket juslian-ketjuslian jang ditentukan
dalam Undang-Undang Darurat ini, maka pegawai-pegawai sipil Re-
publik Indonesia serikat, dengan mengindahkan peraturan=peraturan
jang berlaku tenteng hal itu, dipekerdjakan umntuk sementara, di=-
angkat dalam djabatan tetap Republik Indonesia Seriket, dilangkat
untuk sementara atau tetap dalam djabatan~-djabatannja, diperhen=
tikan dari pekerdjaamnja sementara, diperhentikan dari djabatammja
dan diperhemtikan dari djabatan negeris

8. 0leh Presiden jang mengenal pegawai-pegawal jang mendjabat peng=-
kat=pangkat s
Presiden=Direktur Bank Sirkulasi, Djaksa Agung, Direktur Kabinet
Presiden R.1.8,, Sekretaris-Djenderal, Thesautier-Djenderal, Di-
rektur-Djenderal, Kepala Djawatan Kepolisian Negara, Kepala Dja=
watan Urusan Umm pegawal, dan pangkat-pangkat lain jang gadji-
tertingginja sedikit-dikitnja same dengan gadji-tertinggi pange-
kat-pangkat jang tersebut dlatas;

b. oleh Menteri masingemasing, jang mengenai pegawai-pegawani jang
termasuk delam lingkungan kekuasaan Kementeriannja, ketjuali
jang termaksud sub a;

¢e oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakjaet, jang mengenal sekretaris-
sokretaris Badan-badan itu dan pegawalepegawal jang dibantukan
kepadanja;

d. cleh Mahkamah Agung, jang mengenai pagnni-pegmi pada Mahkamah
itug



" e. 0leh Dewan Pengawas Keuangan, jang mengenail pegawai-pegawal pada

(2)

- (3)

()

Dewan itu; _

f. Oleh Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat, jang me=
ngenai pegawal-pegawai pada Kebinet itu serta pegawai sipil jang di-
pekerdjakan pada Istana-istana Presiden Republik Indomesia Serikat,

Perdjand jian-perdjand jian tentang mempekerdjaken dalam ikatan dinas Re-
publik Indonesisa Serikat untuk walktu Jang terbatas ditetapkan dan dipu-
tusken atau diperpandjang oleh Menteri jang bersangkuten atau oleh Mah-
kemeh Agung serte Dewan Pengewas EKeouangen, jang mengenai pegewai-pegawai
pada Mehkemah den Dewan ini, setelah mendepat persetudjuan Perdana Men=
terli dengan mengindahkan peraturan-peraturen jang berlaku tenteng hal itu,

Untuk mempekerdjakan orange-orang bukan warge negara Republik Indonesie
Serikat buat pertame kalinje, Wenteri atau mﬁ ¢.G. Badan jeng bersang=-
Tuten diwedjibken mirte persetudjuan lebih dahulu dari Dewen Menteri.

Persetudjuan jang dimaksudken dalam ajet (3) diperluken pula untuk me-
nempetkan kembeli bekes pegawal-pegawai Pamerinteh (termasuk djuge pe-
gawai-Negara ateu deerah otonoom) sipll maupun ketentarsamn, jang diper-
hentikan dari djabatan negeri tidak dengan hormat, demikien pule wmntuk
mempekerd jaken oreng-oreng jeng telah dihukum kerenma melakuken kedjehatan,

Pasal 2.

Menteri-menteri dapet menjerahken kekuassammje jang dimeksud de-
lem pasal 2 ajet (1), ketjuali kekuasaan untuk memperhentiken deri dje=
batan negeri Republik Indonesia Serikat, kepada pemegang-pemegang kuase
jang termmsuk dalam lingkungen Kementeriammjs, seteleh mendapat persetu=
djuan Perdane Menteri.

Penjerahan kekuassen itu diatur dengen surat keputusan Menteri
jeng bersangkutan.

Passel 4.

Dalem hal dipekerdjaken sementara, dalam hal pengangkatan dalem
djabatan tetap Republik Indonesie Serikat dan dalem hal dipekerdjakan
dalam ikatan dinas untuk waktu jang terbatas, djiks menurut peraturan=
peraturan jang berlaku kedudukan jang bersangkutan tidak dapat diatur
sendiri oleh pemegang kuasa jeng berhak untuk mengangkat, begitu pula
dalem hal pengangkatan sementera atam pengangketan dalam djebatan tetap,
etau penganglkatan untuk tempo jang terbatas, dJikea pengangkatan itu aken
molebihi susunan pegawai jang diizinkean dalam anggaran, maka sekalien
itu henja dapat dilakukean setelah ditjapal kata sepakat dengan Ferdana-
Menteri, Dalam hal-hal melewati susunan-pegewal maka disjeratkan djugsa
kata sepakat dengan Menteri Kewangen,

Pasal 5;

Undang-Undang Darurat ini mulel berlalu pada tanggel 25 April
1950,

Agar supaje setiap orang dapat mengetahuinja, memerinteahkan pe-

Undang=Undang Darurat iri dengen pemempatan dalem Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Serikat,

Ditetapkan d4i Djakerta

pada tanggal 30 Djumi 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Disalir dengan sebenarnja olehi
Djurutulis Kepsle Djawatan Perta-
nien/Perikanen propinsi Atjeh,




SALTNAN,
R T sy PENDJELASAN

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAEUN 1950,
— TENTANG

EAK PENGANG

KAT.
Al HEP

AN DAN
! SLLK

PEMBERHENTIAN
U NDONESIA SERIK

DO

FENDJELASAN UMUMs

Dalam pasal 125 Kenstitusl Sementara Republik Indonesie Serikat di-
tentuken belwa pegawal-pegawal federal diangkat dan diperhentikean menurut per-
aturansperaturan jeng ditetapken dengan Undang-Undang federal.

Narena menurut pasal 192 Konstitusi, peraturan-peraturan Undang-Un-
dang jang ada sekarang tetap berlaku dengan tidek ada perubshannja selama ti-

dak digenti demgan peraturan-peraturan lain, meka buat sementara suetu Undang~
Undang baru tidek #sahleh diadaken, seandainja peraturan-pereturan jang ada se-
karang tidak berisi ketentuan-ketentuan, jang perlu segera diubah oleh karena
perubahan ketsta-negaraan,

Maksud Undeng-Undeng Darurat ini -ialah untuk dapat melandjutkan pengang:
katan pegawai setjara teratur., Sebenmarnja seluruh kumpulan peraturan=-peraturan
pegawal jang eda sekarang pada waktunja perlu diganti, dengan Undeng-Undeng Pe-
gawai federal, jang seleh satu begiemnja ialeh scal jang diatur dalam Undeng-
Undang Darurat ini,

, Karena berlandjutnja pengangkatan pegawal setjara bilasa adaleh suatu
ha) jeng penting sekali dan perlu diatur selekms-lekasnja seperti jJang dimaksud
dalem pasel 139 Konstitusi Sementara, make terdesak oleh keadasn-keadean itu FPe-
merintah berpendapat harus mendjemin penjelesaiamnje dengan menetapkan suatu Un=-
dang=Undeng Darurat,

PENDJELASAN PASAL DEMI PASALs

Pasal 1, Sampal sekarang kelkuasaan mmgangkat dan memberhentiken pegewal fede-
rel masih disandarkan kepada “"Peraturan Penjerahan tentang pengeng-
latan 1928" (Staatsbled 1928 No, 35). Karena tiada lagi sesual dengan
keadman, maka peraturen tersebut perlulah dihentikan berlekunja.

Pasal 2, Dalam pasal ini kekuassan mengangkat dan memberhentilman pegawal perta:
ma-tame diletakkan dalan tangan Presiden semata-mata mengenei penge-
kat-pangkat jang tersebut delam ajat 1 sub a pasal ini,

Selandjutnja kekussaan itu diletakkan dalam tangan Perdana Menteri
dan para Menteri, sckedar mengenail pegawaie-pegawal jang bekerdje
dibawah pengawasarmia,
Begitu pula diatur hal kekuasean Senat, Dewan Perwakilen Rakjat,
Dewan Pengawas keumngen, Mahkemah Agung dan Direktwr kebinet Presi-
den Republik Indonesia Serilat akan mengangkat dan memberhentilkan
pegawal sebagaimana tertjantum sub o, d, e dan £ pasal ini,
Untuk mendjemin edanja politik urusan pegawal jang sama pada selu-
" rah Kementerian, perlu diadakan beberapa pembatasan dalam peraturan

: penjerahan pengangkatan, jaitu disjaratkan mendepat persetudjuan
Perdana Menteri c¢,q, Dewan Menteri lebih dahulu.
Untuk makaud ini Perdane Menteri c.q. Dewan Menterl mendengar ter=
lebih dahulu pertimbangan dan nasehat Kepale Djawatan Urusan Umum
Paga.wa:l.
Jang dimaksudken dengan "mempekerdjaken orang-orang bukan werge negas
re Republik Indonesie Serikat buat pertama kelinja" (ajat 3) ialah
pengangkatan untuk sementara waktu atau pengangkatan untuk sementara
dalam djabatan, karena pengangkstan tetap dalam djebatan atau pengang:

" katan dalam djebatan tetap Republik Indonesia Serikat, mengingat pasal
22ajat 2 Konstitusi Sementara, akan diatur tersendiri dikemudian hari
dengen Undang-Undeng federal, Soal ini tidak sekian mendesaknja seper:
ti pengangkatan-pengangkatan termaksud delam Undang=Undang Darurat
ini,

EEmESeSeeeEESheN TS T OCRCSOGGSECOPAE N NES S OTESOSEGONENSSGrS SO TeGE e Yemars

Jang dimaksudkan dengan perkataan:

a. "dipekerdjakan untuk sementara waktu" ialah jang diwektu dahulu
disebut "tijdelijk werksesm te stellen"

.b..




Pasal 51

Pasal L,

= 2 =

b. "diangkat dalam djabatan tetap "Republik Indonesia Serikat",
ialeh "opneming in vaste landsdienst" (setelah jang bersang-
kutan diperiksa kesshatan badannja oleh Madjelis pemeriksa
badan)

0. "diangkat untuk sementara dalam djabatan" ialah "tijdeli jk
belast met de waarneming van ds betrekking"

d. "diaggklt tetap dalem djabatan", ialah "bencemd in de betrek-
king

e, "diperhentikan dari pekerdjeannja sementara®, ialah "ontheven
van de ‘tijdelijke worksaamstelling"

fo "diperhentikan dari djabahmja", ialah "ontslag uit de betrek-
king®

g. "diperhentikan dari djabatan Negeri (Repuhlik Indonesia Serikat)",
ialah "Ontalag uit 's Lands vaste dienst"

h, "ikatan dina.a Republik Indonesia Serikat untuk wektu jang terba~
tas, ialah "asnstelling op Kort-verband"

Para Menteri dapat menjerahkan kekuasaannja kepada pemegang-pemegang
kwasa jang termasuk lingkungan kementeriannja masing-masing ket juali
kelkuasaan wntuk memperhentiken salah seorang pegewai dari djabatan
Negeri Republik Indonesia Serikat, jang perlu dépegang oleh pare
Menteri sendiri,

Menundjukkan pedomen manakah jang harus diturut apabila pengangkatan-
pengangkatan itu dilakukan dengan menjimpang dari aturan-aturan biasa
mongenai sjaratesjarat pengangkatan jang ditetapkan, penghargaan peng-
alaman jang diperoleh dalam pekerdjaannja dahulu, penetapan gadji dan
ssbagainja,

TAMBAFAN LEMBARAN-NEGARA No, 2l th,, 1950,

/Disalin dengan sebenarnja olehs
(ﬂgurutulis Kepala Djawatan Perta=-
nian/?erikanan opinsi Atjeh,

«( Osmi Smadah )=
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REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
EEMENTERTIAN KEMAKXKMURAN

No. 5196/TP DJAKARTA, 2l Djuli 1950,
FPerihal:s Penjerahan hak pengengkatan

den pemberhentian pegawsi dll,
kepads para Kepala Djaswatan,

Kepada

1, Kepala Djawatan Pusat Pertanien

2, b 7 Perindusterian

3. ? % Tera

he " " Kehewanan

Se s " Perkebunan

6o 0 " Pernisgaan

G "  Koperasi

8. . . Kebon Raye Indonesis,

9. . " Perikanan Laut
10, " * Pertambangen

s E o 2 Perkermbengan Organisasi
12, "  Kentor Pusat Statistik

13, i« " Pembelian Perbekalan Negeri
e 2 " Pusat Tate=-Bumi

: Menjembung surst-edaran kami ttg. 31 Mei j1 No. 3851/UP, maka dengan

ini kemi serahkan pula kepada Paduka Tuan hek kekuasaan:

a, mengangket (termasuk menaikkan pangkat)

b. memperhentikan dari pekerdjsan (bukan deri djebatan negeri)
bagi pekerdja dan pegawal Jjang gadjinjs termasuk dalam golongan
25 ruang I s/d IIX
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dan semua golongen dari no 21 kebawah dari B,B.lL. 1938 dan
golongan IIT kebawah deri P,G.P, 194B.

2, Terhadap pengengkatan jeng membutuhken persetudjuan
DeUsU.Pp (dalam hel harus menjimpang dari sjarat pendidikan,
penghargasn pengalaman, dan kepindehan dari golongan satu ke
golongen leir dl1 sb), hendaknja terlebih dahulu diadjukan ke=
pada Kementerian, Jang nanti ekan menjelesalkannje dengen dja-
watan tersebut,

3 Dalam mengembil sesuatu keputusan, selain harus memperha=
tiken petundjuk? dalam surat-edaran J,M, Perdana Menteri R,I,S.
ttg. 20 Djuni 1950 No, 3966/50, jang salinarmje teleh kami kirimkan
kepada P,T,, harus pula diingat hal2 sebagal berikuts

a., susunan pegawai jang ditetapkan dalam anggaran
belandja (formasi)

b. kenaikan pangket pade umumje dilakukan mulai tgl. 1 darl
bulan jang berikutnja dari bulan waktu mengembiln ja ke-
putusan (tidek berlaku mundur)

¢s harus sedapat mungkin didjsga imbangan pegawal jang se-
beike-bailm ja bagl seluruh Kementerien, hingge tidak ter-
djadi perlombaan kenaikan pangkat, jeng dapat menimbule-
kan kegontjangan,

L, Untuk keperluen menjusun kartu pegawal dan sebagal bahan pe=
meriksaan pada Kementeriaen, hendaknja pada salinen surat2 keputusan
pengengkaten jang dikirimken kepada Eementerian (Bahagien Urusen Pe-
gawal), selalu dilampirken 1 lembar deftar riwajat jang diangkat, di-
sertal pule turunan surat? tande bukti (idjazah, surat2 keputusan dsb,),
jeang diskui kebenaramnja dan ditanda tangani oleh Kepale kantor Tuan,

IB.-
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9 Bagi Djawatan2 jang belum dapat melakukennja, maka apa jang ter-
sebut dalam engka l dari surat-edaren kami ttg, 31 Mei 1950 No. 3851/UP,
berlelku pula bagi nenjerahan hak ini,

6. Penjorahan hak ini berleku mulai tgl, 1 Agustus 1950, dengen tja-
tetan bahwa "penjesusian" dalam P.G.P.-baru bagi pokerd:ja/peg&wei jang
menurut peraturan inpassing akan dimasukkan dalam golongan III.-P.G P.=
Baru harus pula dilekuken oleh kantor Tuan,

Te Tembusen surat ini disempaikan kepadsa Dewan Pengawas Keuengan,
Kepala Djewatan Urusaen Umum Pegawai, semua Kantor Perbendaharaan Negara,
para Gubernur dan pars Residen di Indonesia,

Menteri Kemalmuran,
a.n.b.
Kepala Djewatan Tata Usaha,

ttg. Hrn Ribm.

galin dengen sebenarnja oleh:
jurutulis Kepala Djswatan Perta=
nian/Perikengn propinsi Atjeh,
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